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Abstrak

Dalam paragraf 15 dari PSAK 59 dan paragraf 25 PSAK 401 itu disebutkan,
untuk mencapai tujuannya, laporan keuangan disusun atas dasar akrual,
kecuali laporan arus kas dan penghitungan pendapatan untuk tujuan
pembagian hasil usaha. Dalam penghitungan pembagian hasil usaha
didasarkan pada pendapatan yang telah direalisasikan menjadi kas (dasar kas).
Dengan dasar ini, pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat
kejadian (dan bukan pada saat kas atau secara kas diterima atau dibayar) dan
diungkapkan dalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporan
keuangan pada periode bersangkutan. Laporan keuangan yang disusun atas
dasar akrual memberikan informasi kepada pemakai tidak hanya transaksi
masa lalu, yang melibatkan penerimaan dan pembayaran kas, tetapi juga
kewajiban pembayaran kas di masa depan serta sumber daya yang
mempresentasikan kas yang akan diterima di masa depan

1. INTRODUCTION

The pursuit of social justice has long been one of the most pressing concerns in
economic theory and practice. Across history, societies have experimented with different
models to balance individual freedom, collective welfare, and the equitable distribution of
resources. Capitalism and socialism, as two dominant paradigms of the modern era, offer
contrasting visions of how economies should function. While capitalism emphasizes
efficiency and individual liberty through market mechanisms, it has often been criticized for
producing deep inequality, consumerism, and marginalization of the poor. Conversely,
socialism seeks to prioritize collective ownership and redistribution, yet its tendency to
suppress private initiative and limit personal rights has generated its own set of inefficiencies
and social tensions.
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Kita merasa bersyukur dan gembira karena saat ini kajian tentang ekonomi Islam
semakin meluas. Maraknya kajian ekonomi Islam ini tentu akan mempengaruhi kajian mikro
ekonomi seperti akuntansi. Bagi kita di Indonesia, kajian itu akan semakin terarah dengan
telah disahkannya Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Perbankan Syariah di Indonesia
(PSAK 59) tahun 2003, (PSAK101-107) tahun 2007 dan (PSAK 101-108) tahun 2009 yang
merupakan hasil kerjasama antara Ikatan Akuntan Indonesia (IAl) dengan Bank Indonesia
(BI) yang berisi aturan tentang Akuntansi Perbankan Syariah ini telah diterapkan.

Akrual basis adalah sistem penentuan biaya atau pendapatan dalam tahun buku
tertentu, yang berdasarkan keharusan terlaksananya pembayaran biaya dan penerimaan
pendapatan dalam waktu tertentu.l Jadi sistem akrual basis pencatatan pendapatan dan
biaya-biaya yang belum diterima tetapi telah dicatat dalam periode pembukuan. Laporan
keuangan yang disusun atas akrual basis memberikan informasi kepada pemakai tidak hanya
transaksi masa lalu yang melibatkan penerimaan dan pembayaran kas tetapi juga kewajiban
membayar kas di masa depan serta sumber daya yang mempresentasikan kas yang akan
diterima di masa depan. Oleh karena itu, laporan keuangan menyediakan jenis informasi
transaksi masa lalu dan peristiwa lainnya yang paling berguna bagi pemakai dalam
pengambilan keputusan ekonomi.

Sedangkan kas basis adalah suatu dasar akuntansi yang mengakui pendapatan dan
melaporkannya pada saat kas diterima, serta mengakui biaya atau beban dan
mengurangkannya dari pendapatan pada saat pengeluaran kas untuk membayar biaya atau
beban tersebut dilakukan dalam suatu periode akuntansi. Jadi sistem kas basis merupakan
pencatatan pendapatan maupun biaya-biaya yang benar- benar diterima secara riil. Laporan
keuangan yang disusun atas kas basis memberikan informasi likuiditas yang nyata pada
periode akuntansi, tetapi tidak bisa memberikan gambaran kas yang akan diterima di masa
depan.

Pentingnya PSAK 59 dan PSAK 401 di perbincangkan, karena itu berawal dari
keberatan mantan Dirut Bank Muamalat Indonesia (BMI) A. Riawan Amin terhadap
penerapan PSAK2. Keberatan Riawan Amin berkisar pada penggunaan metode akrual basis
dalam laporan keuangan perbankan syariah. Selama ini BMI menggunakan kas basis dalam
laporan keuangannya.

Menurut Sofyan Syafri Harahap mengatakan3, PSAK 59 menggunakan sekaligus
dua sistem: dasar akrual dan dasar kas. Dasar akrual yang digunakan oleh perbankan
konvensional dinilai kurang konservatif dan bisa ,,mengelabui“ nasabah karena
menempatkan pendapatan masa datang dibukukan dalam laporan keuangan yang disajikan.
Sementara bagi hasil yang diperoleh nasabah dilakukan dengan dasar kas yang bisa
menimbulkan pertanyaan tentang besaran bagi hasil kaitannya dengan laporan keuangan
secara keseluruhan.

Terlepas dari silang pendapat itu, kenapa bisa terjadi dualisme ini? Harahap
menyebut dualieme ini terjadi karena konseptual (conceptual frame work) dalam
penyusunan PSAK filosofinya masih mengacu pada sistem lama (konvensional). “Belum
lahir kerangka yang utuh dari sistem akuntansi Islam”, kata ketua Magister Akuntansi
Trisakti ini. Dalam konteks ini, lanjut dia, para pemikir akuntansi Muslim dihadapkan pada
dua pilihan. Malakukan dekonstruksi system (mengubah secara fundamental) atau
rekonstruksi sistem dengan memberikan sentuhan Islam dalam setiap kisi ilmu akuntansi
konvensional. Mana yang dipilih? Pilihan pertama, katanya, akan membutuhkan waktu yang
terlalu lama, sementara opsi kedua lebih memungkinkan dilakukan mengingat cara ini bisa
untuk langsung disesuaikan dengan perkembangan di lapangan.

Implementasi Psak 401 Akutansi Perbankan Syariah Di Indonesia Berbasis Accrual

(Fina Indriani Marpaung, Rozalina, Karoni Natasya Ayu)


https://issn.brin.go.id/terbit/detail/20230126031049044
https://issn.brin.go.id/terbit/detail/20230126031049044
https://issn.brin.go.id/terbit/detail/20230126031049044
https://issn.brin.go.id/terbit/detail/20230126031049044
https://issn.brin.go.id/terbit/detail/20230126071054344

Jurnal Akuntansi Syariah ISSN:2985-7600 ESSSN: 2985-8119 116

Dia melanjutkan, PSAK 59 harus dianggap sebagai konsep temporer yang mesti
disempurnakan setelah kerangka akuntansi Islam yang established lahir dari idiologi,
masyarakat, serta sistem ekonomi dan akuntansi yang Islami. “Secara filosofis, PSAK 59
belum memuaskan. Namun marilah sementara ini kita pakai untuk bisa melahirkan tatanan
normatif Islam menjadi empirisme”.

Menurut Darajad H. Wibowo4 mengingatkan, era 70-an, banyak perusahaan
Amerika yang dilaporkan gagal mendeteksi kelemahan finansial mereka. Itu terjadi, karena
pendekatan dasar akrual memang membuka peluang trik-trik curang dalam pembukuan.
“Tragedi World Com terjadi karena akuntannya memanfaatkan lubanglubang dasar akrual
itu, yang pada akhirnya merugikan bagi para pemilik saham”, imbuhnya.

World Com yang mengklaim aset tak kurang dari 107 miliar dolar (sekitar Rp 963
triliun dengan kurs Rp 9.000 per dolar AS) bangkrut. Perusahaan telekomunikasi ini
mencatat rekor sebagai perusahaan dengan aset terbesar dalam sejarah Amerika yang
bangkrut. Kebangkrutan itu, kata Drajad, karena banyak keuntungan yang masih berbentuk
potensi dibukukan dan diakui sebagai pendapatan. “Kita inginkan agar praktik semacam ini
tidak terjadi di perbankan syariah”.

Drajad menilai, persoalan standar akuntansi dengan dasar kas ini penting bagi bank
syariah karena itulah yang membuat bank syariah lebih mantap dibanding dengan bank-bank
konvensional. “Kunci kenapa bank syariah itu cukup stabil likuiditasnya itu karena mereka
menggunakan dasar kas. Jadi keunggulan ini jangan dibuang”.

Menurut Ahmad Baraba5 mengatakan, pengadopsian sistem acrual basis dalam
pelaporan keuangan bank konvensional dengan bank syariah berbeda. Bank konvensional,
katanya, boleh mengacrualkan pendapatan selama itu masuk kategori collectibility atau
kalaupun pernah menunggak tidak lebih dari tiga bulan. Di luar itu, tidak boleh diacrualkan.
Dia melanjutkan, dengan menggunakan sistem bunga, maka tidak ada korelasi antara apa
yang didapatkan dengan apa yang dibayarkan kepada nasabah.

Berbeda dengan bank syariah yang berpola bagi hasil. Sebab, bank itu harus
membagihasilkan pendapatannya. “Jadi ada korelasi erat antara pendapatan dan bagi hasil.”
Karena itu, katanya, akan sulit melakukan koreksi bila metode acrual basis diterapkan.
Seperti misalnya, mencatatkan pendapatan yang belum pasti sebagai bagian pendapatan itu
sendiri, dan di kemudian hari pendapatan itu tidak diterima”. Ini bisa bertentangan dengan
ayat al Quran yang menyebutkan apa yang terjadi esok adalah ghoib, jadi bagaimana bisa
direcord sebagai penghasilan, kalau seperti ini”.

Menurut peraih master dari University of Texas yakni A. Riawan Amin , sejak
berdiri, Bank Muamalat telah memberlakukan standar akuntansi yang menerapkan prinsip
cash basis. “Tiba-tiba kita dipaksa menggunakan acrual basis. Ini kan bisa ngibulin nasabah
kita”, tandasnya.

Dalam paragraf 15 dari PSAK 59 dan paragraf 25 PSAK 401 itu disebutkan, untuk
mencapai tujuannya, laporan keuangan disusun atas dasar akrual, kecuali laporan arus kas
dan penghitungan pendapatan untuk tujuan pembagian hasil usaha. Dalam penghitungan
pembagian hasil usaha didasarkan pada pendapatan yang telah direalisasikan menjadi kas
(dasar kas). Dengan dasar ini, pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat kejadian
(dan bukan pada saat kas atau secara kas diterima atau dibayar) dan diungkapkan dalam
catatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode bersangkutan.
Laporan keuangan yang disusun atas dasar akrual memberikan informasi kepada pemakai
tidak hanya transaksi masa lalu, yang melibatkan penerimaan dan pembayaran kas, tetapi
juga kewajiban pembayaran kas di masa depan serta sumber daya yang mempresentasikan
kas yang akan diterima di masa depan.
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Dalam dunia bisnis, pencatatan keuangan menjadi fondasi utama bagi kelangsungan
dan pemahaman atas kesehatan finansial suatu entitas. Di antara metode-metode yang paling
penting dalam pencatatan ini adalah metode basis kas dan metode akrual. Kedua metode ini
menawarkan pendekatan yang berbeda dalam merekam transaksi keuangan, mempengaruhi
bagaimana laporan keuangan dibuat, serta memberikan pandangan yang berbeda terhadap
kesehatan finansial perusahaan.

2. RESEARCH METHOD

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan
deskriptif-analitis. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis secara
mendalam implementasi PSAK 401 dalam praktik akuntansi perbankan syariah di Indonesia
yang berbasis akrual. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi
kepustakaan (library research) dan studi dokumentasi. Penelitian difokuskan pada analisis
ketentuan PSAK 401 serta penerapannya dalam laporan keuangan perbankan syariah.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memahami penerapan PSAK 401
dalam praktik akuntansi perbankan syariah di Indonesia, khususnya terkait penggunaan basis
akrual dalam penyusunan laporan keuangan. Data yang digunakan dalam penelitian ini
bersumber dari data sekunder, yaitu standar akuntansi keuangan syariah (PSAK 401 dan
PSAK terkait), laporan keuangan bank syariah di Indonesia, serta literatur berupa buku,
jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan dokumentasi,
dengan cara menelaah dan mengkaji ketentuan standar akuntansi serta praktik pelaporan
keuangan perbankan syariah. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif-
analitis dengan membandingkan ketentuan PSAK 401 dengan implementasinya dalam
laporan keuangan bank syariah, sehingga dapat diketahui tingkat kesesuaian serta
permasalahan yang muncul dalam penerapan basis akrual. Kesimpulan penelitian ditarik
secara induktif berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang dilakukan.

3. Hasil dan Pembahasan Penelitian
3.1. Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan PSAK 401 dalam akuntansi
perbankan syariah di Indonesia secara umum telah mengadopsi basis akrual sebagai dasar
utama dalam penyusunan laporan keuangan. Penerapan basis akrual ini sejalan dengan
tujuan laporan keuangan syariah, yaitu menyediakan informasi yang relevan, andal, dan
dapat dibandingkan bagi para pengguna laporan keuangan, baik internal maupun eksternal.
Bank syariah di Indonesia telah menyesuaikan kebijakan akuntansinya dengan ketentuan
PSAK 401, khususnya dalam pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan
transaksi keuangan berbasis prinsip syariah.

Berdasarkan hasil telaah terhadap laporan keuangan bank syariah di Indonesia,
ditemukan bahwa pengakuan aset, liabilitas, dana syirkah temporer, pendapatan, dan beban
telah dilakukan pada saat terjadinya transaksi atau pada saat timbulnya hak dan kewajiban,
bukan semata-mata ketika kas diterima atau dibayarkan. Hal ini mencerminkan penerapan
basis akrual yang konsisten sebagaimana diatur dalam PSAK 401. Misalnya, pendapatan
dari pembiayaan murabahah diakui secara proporsional selama jangka waktu akad,
sedangkan pendapatan dari akad bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah diakui
berdasarkan realisasi hasil usaha yang dapat diukur secara andal.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa meskipun laporan keuangan disusun
berdasarkan basis akrual, perhitungan pendapatan yang digunakan sebagai dasar distribusi
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hasil usaha kepada pemilik dana tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan ketentuan
syariah. Dalam praktiknya, bank syariah menggunakan pendapatan yang telah direalisasikan
secara kas sebagai dasar pembagian hasil usaha, sebagaimana diatur dalam PSAK 401. Hal
ini bertujuan untuk melindungi kepentingan pemilik dana dan menjaga keadilan dalam
distribusi hasil usaha, sekaligus menghindari pembagian keuntungan yang belum benar-
benar terealisasi.

Dalam konteks penyajian laporan keuangan, hasil penelitian menunjukkan bahwa
bank syariah di Indonesia telah menyusun laporan keuangan lengkap yang terdiri dari
laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan
perubahan ekuitas, laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan. Laporan arus kas
disusun menggunakan basis kas, sementara laporan lainnya menggunakan basis akrual.
Penyajian ini telah sesuai dengan ketentuan PSAK 401 dan PSAK terkait, serta
mencerminkan karakteristik khusus perbankan syariah.

Selanjutnya, hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan basis akrual dalam
PSAK 401 memberikan dampak positif terhadap kualitas informasi keuangan yang
dihasilkan. Informasi yang disajikan menjadi lebih komprehensif karena mencakup tidak
hanya transaksi yang telah melibatkan arus kas, tetapi juga hak dan kewajiban yang akan
memengaruhi arus kas di masa depan. Dengan demikian, pengguna laporan keuangan,
seperti manajemen, investor, regulator, dan masyarakat, dapat memperoleh gambaran yang
lebih utuh mengenai kondisi keuangan dan kinerja bank syariah.

Namun demikian, penelitian ini juga menemukan adanya beberapa tantangan dalam
implementasi PSAK 401 berbasis akrual. Salah satu tantangan utama adalah kompleksitas
dalam pengakuan dan pengukuran pendapatan berbasis akad syariah, khususnya akad bagi
hasil. Penentuan porsi bagi hasil yang adil dan sesuai dengan prinsip syariah memerlukan
sistem informasi akuntansi yang memadai serta pemahaman yang mendalam mengenai
karakteristik masing-masing akad. Selain itu, perbedaan waktu antara pengakuan
pendapatan secara akrual dan realisasi kas dapat menimbulkan perbedaan persepsi bagi
sebagian pemangku kepentingan.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa tingkat pemahaman sumber daya manusia
di bidang akuntansi syariah sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi PSAK
401. Bank syariah yang memiliki tenaga akuntansi dengan pemahaman yang baik mengenai
standar akuntansi syariah cenderung lebih konsisten dan akurat dalam menerapkan basis
akrual. Sebaliknya, keterbatasan pemahaman dapat menyebabkan ketidaksesuaian dalam
pencatatan dan pelaporan transaksi.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi PSAK
401 akuntansi perbankan syariah di Indonesia berbasis accrual telah berjalan dengan cukup
baik dan sesuai dengan ketentuan standar yang berlaku. Penerapan basis akrual telah
meningkatkan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan bank syariah, meskipun
masih diperlukan upaya berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia,
sistem informasi akuntansi, serta pemahaman para pemangku kepentingan terhadap
karakteristik akuntansi syariah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan basis akrual dalam PSAK 401 secara
nyata tercermin pada perlakuan akuntansi terhadap berbagai jenis akad yang digunakan
dalam perbankan syariah di Indonesia. Setiap akad memiliki karakteristik ekonomi dan
implikasi akuntansi yang berbeda, sehingga penerapan basis akrual menuntut ketelitian dan
konsistensi dalam pengakuan serta pengukurannya. Dalam praktiknya, bank syariah telah
berupaya menyesuaikan perlakuan akuntansi dengan substansi ekonomi dari masing-masing
akad, bukan semata-mata bentuk hukumnya.
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Pada akad murabahah, hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan margin
murabahah diakui secara akrual selama jangka waktu akad. Margin keuntungan tidak diakui
sekaligus pada saat akad ditandatangani, melainkan diamortisasi secara sistematis sesuai
dengan periode pembiayaan. Hal ini mencerminkan penerapan basis akrual yang konsisten,
karena pendapatan diakui seiring dengan berjalannya waktu dan timbulnya hak bank atas
pendapatan tersebut. Praktik ini juga memberikan gambaran kinerja yang lebih realistis
karena pendapatan mencerminkan aktivitas ekonomi yang terjadi pada periode berjalan.

Selanjutnya, pada akad ijarah, pendapatan sewa diakui secara akrual sesuai dengan
masa manfaat aset yang disewakan. Bank syariah mengakui pendapatan ijarah pada periode
terjadinya manfaat ekonomi, bukan pada saat kas diterima. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa penerapan basis akrual pada akad ijarah relatif lebih mudah dibandingkan akad bagi
hasil, karena pola pendapatannya bersifat tetap dan dapat diukur secara andal. Namun
demikian, tantangan tetap muncul dalam penentuan nilai residu dan biaya perawatan aset
ijarah yang harus dialokasikan secara tepat.

Sementara itu, pada akad mudharabah dan musyarakah, hasil penelitian menemukan
bahwa penerapan basis akrual menjadi lebih kompleks. Pendapatan bagi hasil tidak dapat
diakui semata-mata berdasarkan estimasi, melainkan harus didasarkan pada hasil usaha yang
telah direalisasikan dan dapat diukur secara andal. Dalam praktiknya, bank syariah mengakui
pendapatan bagi hasil setelah memperoleh laporan kinerja usaha dari mitra atau nasabah.
Hal ini menunjukkan adanya kombinasi antara prinsip akrual dan prinsip kehati-hatian,
sehingga pengakuan pendapatan tetap mencerminkan realitas ekonomi tanpa melanggar
prinsip syariah.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa perbedaan antara basis akrual dan basis
kas menjadi sangat signifikan dalam konteks distribusi hasil usaha. Meskipun laporan
keuangan disusun menggunakan basis akrual, pendapatan yang digunakan sebagai dasar
pembagian hasil usaha kepada pemilik dana (shahibul maal) adalah pendapatan yang telah
direalisasikan dalam bentuk kas. Praktik ini bertujuan untuk menjaga keadilan dan
menghindari potensi pembagian keuntungan yang belum benar-benar diterima oleh bank.
Dengan demikian, PSAK 401 berupaya menyeimbangkan antara kebutuhan informasi
akuntansi yang komprehensif dan prinsip keadilan dalam distribusi hasil usaha.

Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan basis akrual dalam PSAK
401 berdampak pada peningkatan transparansi laporan keuangan perbankan syariah.
Pengguna laporan keuangan dapat memperoleh informasi mengenai piutang, kewajiban,
pendapatan yang masih harus diterima, serta beban yang masih harus dibayar. Informasi ini
sangat penting bagi pengambilan keputusan ekonomi, terutama bagi investor dan regulator
yang membutuhkan gambaran menyeluruh mengenai kondisi keuangan bank syariah.

Namun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa tidak semua pemangku
kepentingan memiliki pemahaman yang sama mengenai implikasi basis akrual. Sebagian
nasabah masih berorientasi pada arus kas dan kurang memahami bahwa pendapatan yang
dilaporkan dalam laporan laba rugi belum tentu sepenuhnya direalisasikan dalam bentuk kas.
Kondisi ini menuntut bank syariah untuk meningkatkan kualitas pengungkapan dalam
catatan atas laporan keuangan agar informasi yang disajikan dapat dipahami secara lebih
baik.

Dari sisi pengendalian internal, hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan basis
akrual menuntut sistem informasi akuntansi yang lebih canggih dan terintegrasi. Bank
syariah perlu memastikan bahwa seluruh transaksi dicatat secara tepat waktu dan akurat,
serta didukung oleh dokumentasi yang memadai. Kelemahan dalam sistem informasi dapat
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menyebabkan keterlambatan pengakuan pendapatan atau beban, yang pada akhirnya
memengaruhi kualitas laporan keuangan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian pada Bagian Il ini menunjukkan bahwa
implementasi PSAK 401 berbasis accrual dalam perbankan syariah di Indonesia telah
mencerminkan upaya serius untuk menyelaraskan praktik akuntansi dengan prinsip syariah
dan standar akuntansi modern. Meskipun masih terdapat tantangan teknis dan pemahaman,
penerapan basis akrual memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kualitas
pelaporan keuangan dan akuntabilitas perbankan syariah.

3.2. Pembahasan

Pembahasan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan PSAK 401 berbasis
akrual dalam akuntansi perbankan syariah di Indonesia merupakan konsekuensi logis dari
kebutuhan akan laporan keuangan yang relevan, andal, dan dapat dibandingkan. Basis akrual
memungkinkan pengakuan transaksi dan peristiwa ekonomi pada saat terjadinya, sehingga
laporan keuangan mampu mencerminkan kondisi keuangan dan kinerja bank syariah secara
lebih komprehensif dibandingkan basis kas. Hal ini sejalan dengan kerangka konseptual
pelaporan keuangan yang menekankan pentingnya substansi ekonomi daripada bentuk kas
semata.

Implementasi basis akrual dalam PSAK 401 juga mencerminkan upaya harmonisasi
antara prinsip akuntansi modern dan prinsip syariah. Dalam perspektif syariah, keadilan,
transparansi, dan kehati-hatian merupakan nilai utama yang harus dijaga. Basis akrual
mendukung transparansi karena memungkinkan pengungkapan hak dan kewajiban yang
timbul dari transaksi, meskipun belum direalisasikan dalam bentuk kas. Namun demikian,
PSAK 401 tetap memberikan pengecualian tertentu, khususnya dalam konteks distribusi
hasil usaha, yang didasarkan pada pendapatan yang telah direalisasikan secara Kkas.
Pengecualian ini menunjukkan bahwa standar akuntansi syariah tidak hanya berorientasi
pada aspek teknis akuntansi, tetapi juga mempertimbangkan aspek etika dan keadilan dalam
hubungan antara bank dan pemilik dana.

Pembahasan lebih lanjut menunjukkan bahwa penerapan basis akrual pada akad
murabahah dan ijarah relatif lebih mudah dibandingkan akad bagi hasil. Hal ini disebabkan
oleh karakteristik pendapatan yang lebih pasti dan dapat diukur secara andal. Pengakuan
margin murabahah secara proporsional selama jangka waktu akad mencerminkan prinsip
matching antara pendapatan dan beban, sehingga laporan laba rugi memberikan gambaran
kinerja yang lebih realistis. Praktik ini juga mengurangi potensi distorsi laba yang dapat
terjadi apabila pendapatan diakui sekaligus pada awal akad.

Sebaliknya, pada akad mudharabah dan musyarakah, penerapan basis akrual
menghadapi tantangan yang lebih kompleks. Pendapatan bagi hasil sangat bergantung pada
Kinerja usaha mitra, sehingga pengakuannya memerlukan informasi yang akurat dan dapat
dipercaya. Dalam konteks ini, PSAK 401 menekankan prinsip kehati-hatian dengan
membatasi pengakuan pendapatan hanya pada hasil usaha yang telah direalisasikan dan
dapat diukur secara andal. Pembahasan ini menunjukkan bahwa standar akuntansi syariah
berupaya menghindari pengakuan pendapatan yang bersifat spekulatif, yang dapat
bertentangan dengan prinsip syariah.

Pembahasan juga mengungkapkan bahwa perbedaan antara pendapatan akrual dan
pendapatan kas berpotensi menimbulkan kesenjangan pemahaman di kalangan pemangku
kepentingan, khususnya nasabah. Laporan keuangan berbasis akrual dapat menunjukkan
laba yang relatif tinggi, sementara arus kas yang tersedia untuk distribusi hasil usaha lebih
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terbatas. Kondisi ini menuntut peningkatan kualitas pengungkapan dalam catatan atas
laporan keuangan agar pengguna laporan keuangan memahami perbedaan tersebut. Dengan
pengungkapan yang memadai, laporan keuangan tidak hanya berfungsi sebagai alat
pelaporan, tetapi juga sebagai sarana edukasi bagi masyarakat.

Dari perspektif tata kelola perusahaan, penerapan PSAK 401 berbasis akrual
memberikan implikasi positif terhadap akuntabilitas dan pengendalian internal bank syariah.
Basis akrual menuntut pencatatan yang lebih sistematis dan terdokumentasi, sehingga
mendorong peningkatan kualitas sistem informasi akuntansi. Bank syariah yang mampu
mengelola sistem ini dengan baik cenderung memiliki laporan keuangan yang lebih andal
dan tepat waktu, yang pada akhirnya meningkatkan kepercayaan publik terhadap industri
perbankan syariah.

Pembahasan hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa kualitas sumber daya
manusia merupakan faktor kunci dalam keberhasilan implementasi PSAK 401. Pemahaman
yang mendalam mengenai standar akuntansi syariah dan karakteristik akad sangat
diperlukan agar penerapan basis akrual tidak hanya bersifat formal, tetapi juga substantif.
Oleh karena itu, pelatihan dan pengembangan kompetensi di bidang akuntansi syariah
menjadi kebutuhan yang tidak dapat diabaikan.

Pembahasan lebih lanjut menunjukkan bahwa penerapan PSAK 401 berbasis akrual
juga memiliki implikasi strategis terhadap pengambilan keputusan manajemen bank syariah.
Informasi keuangan yang disusun berdasarkan basis akrual memberikan gambaran yang
lebih akurat mengenai kinerja operasional dan posisi keuangan bank dalam suatu periode
tertentu. Manajemen dapat menggunakan informasi tersebut untuk mengevaluasi efektivitas
penyaluran pembiayaan, tingkat risiko pembiayaan bermasalah, serta efisiensi operasional.
Dengan demikian, basis akrual tidak hanya berfungsi sebagai alat pelaporan, tetapi juga
sebagai instrumen manajerial dalam perencanaan dan pengendalian.

Selain itu, penerapan PSAK 401 berbasis akrual memperkuat fungsi pengawasan
oleh regulator, khususnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia. Laporan
keuangan berbasis akrual memungkinkan regulator untuk menilai kondisi keuangan bank
syariah secara lebih komprehensif, termasuk eksposur risiko yang belum terealisasi dalam
bentuk arus kas. Hal ini penting untuk menjaga stabilitas sistem perbankan syariah dan
mencegah terjadinya praktik pengelolaan keuangan yang tidak prudent. Dengan informasi
yang lebih lengkap, regulator dapat merumuskan kebijakan pengawasan yang lebih tepat
sasaran.

Pembahasan juga menunjukkan bahwa penerapan basis akrual dalam PSAK 401
berkontribusi terhadap peningkatan daya saing perbankan syariah di tingkat nasional
maupun internasional. Standar akuntansi yang sejalan dengan praktik internasional
memudahkan perbandingan kinerja antara bank syariah dan bank konvensional, serta antara
bank syariah di berbagai negara. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan
pemangku kepentingan lainnya, sehingga membuka peluang yang lebih besar bagi
pengembangan industri perbankan syariah.

Namun demikian, penerapan PSAK 401 berbasis akrual juga menuntut adanya
komitmen yang kuat dari manajemen bank syariah dalam hal tata kelola dan kepatuhan
terhadap standar. Pembahasan ini mengungkapkan bahwa tanpa pengawasan internal yang
memadai, penerapan basis akrual berpotensi menimbulkan praktik manipulasi akuntansi,
seperti pengakuan pendapatan yang terlalu dini. Oleh karena itu, peran audit internal dan
eksternal menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa penerapan PSAK 401 dilakukan
secara konsisten dan sesuai dengan prinsip syariah.
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Dari sisi sosial dan etika, pembahasan menunjukkan bahwa penerapan PSAK 401
berbasis akrual harus tetap memperhatikan nilai-nilai syariah, seperti kejujuran, amanah, dan
keadilan. Laporan keuangan tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi ekonomi, tetapi
juga sebagai bentuk pertanggungjawaban moral kepada masyarakat. Dengan demikian,
transparansi yang dihasilkan dari basis akrual harus diiringi dengan niat dan praktik yang
mencerminkan etika bisnis syariah.

Pembahasan lanjutan ini juga menyoroti pentingnya edukasi kepada masyarakat dan
nasabah terkait pemahaman laporan keuangan berbasis akrual. Kurangnya pemahaman dapat
menimbulkan kesalahpahaman mengenai kinerja bank syariah, khususnya terkait perbedaan
antara laba akuntansi dan kas yang tersedia untuk distribusi hasil usaha. Oleh karena itu,
bank syariah perlu menyajikan informasi yang mudah dipahami dan memberikan penjelasan
yang memadai melalui catatan atas laporan keuangan maupun media komunikasi lainnya.

Secara keseluruhan, pembahasan ini menegaskan bahwa implementasi PSAK 401
berbasis accrual di perbankan syariah Indonesia telah berjalan sejalan dengan tujuan standar,
meskipun masih terdapat ruang untuk perbaikan. Basis akrual terbukti meningkatkan
kualitas informasi keuangan, namun harus diimbangi dengan prinsip kehati-hatian,
pengungkapan yang memadai, serta pemahaman yang baik dari seluruh pemangku
kepentingan. Dengan demikian, PSAK 401 tidak hanya berfungsi sebagai pedoman teknis
akuntansi, tetapi juga sebagai instrumen untuk mewujudkan praktik perbankan syariah yang
transparan, adil, dan berkelanjutan.

4. Kesimpulan dan Saran/ Rekomendasi

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan
bahwa implementasi PSAK 401 dalam akuntansi perbankan syariah di Indonesia berbasis
accrual pada umumnya telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan standar akuntansi
syariah yang berlaku. Bank syariah di Indonesia telah menyusun laporan keuangan dengan
menggunakan basis akrual dalam pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan
transaksi keuangan, kecuali pada laporan arus kas dan perhitungan pendapatan untuk tujuan
distribusi hasil usaha yang menggunakan basis kas. Penerapan ini mencerminkan upaya
untuk menyajikan informasi keuangan yang lebih relevan, andal, dan komprehensif bagi para
pengguna laporan keuangan.

Penerapan basis akrual dalam PSAK 401 terbukti mampu meningkatkan kualitas
informasi keuangan perbankan syariah, khususnya dalam menggambarkan posisi keuangan
dan kinerja usaha secara lebih utuh. Pengakuan transaksi pada saat terjadinya, bukan pada
saat kas diterima atau dibayarkan, memungkinkan laporan keuangan mencerminkan hak dan
kewajiban yang akan memengaruhi arus kas di masa depan. Hal ini memberikan manfaat
bagi manajemen, investor, regulator, dan pemangku kepentingan lainnya dalam
pengambilan keputusan ekonomi.

Selain itu, penelitian ini menyimpulkan bahwa PSAK 401 telah mengakomodasi
prinsip-prinsip syariah dengan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian, terutama dalam
konteks distribusi hasil usaha. Penggunaan pendapatan yang telah direalisasikan secara kas
sebagai dasar pembagian hasil usaha menunjukkan adanya keseimbangan antara kebutuhan
informasi akuntansi berbasis akrual dan tuntutan keadilan dalam hubungan antara bank
syariah dan pemilik dana. Dengan demikian, penerapan PSAK 401 tidak hanya memenuhi
aspek teknis akuntansi, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai etika dan keadilan dalam
ekonomi syariah.
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Namun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa implementasi PSAK 401
berbasis accrual masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain kompleksitas pengakuan
pendapatan pada akad bagi hasil, perbedaan pemahaman pemangku kepentingan terhadap
konsep basis akrual, serta keterbatasan kualitas sumber daya manusia dan sistem informasi
akuntansi di sebagian bank syariah. Tantangan-tantangan tersebut berpotensi memengaruhi
konsistensi dan kualitas penerapan standar apabila tidak ditangani secara berkelanjutan.

4.2. Saran/ Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut.
Pertama, bagi perbankan syariah di Indonesia, disarankan untuk terus meningkatkan kualitas
penerapan PSAK 401 berbasis accrual melalui penguatan sistem informasi akuntansi dan
peningkatan kompetensi sumber daya manusia di bidang akuntansi syariah. Pelatihan yang
berkelanjutan mengenai standar akuntansi syariah dan karakteristik akad sangat diperlukan
agar penerapan basis akrual dapat dilakukan secara tepat dan konsisten.

Kedua, bagi regulator dan penyusun standar akuntansi, disarankan untuk terus
melakukan evaluasi dan penyempurnaan terhadap PSAK 401 agar tetap relevan dengan
perkembangan industri perbankan syariah. Penyusunan pedoman teknis atau interpretasi
tambahan terkait penerapan basis akrual pada akad bagi hasil dapat membantu mengurangi
perbedaan praktik dan meningkatkan keseragaman pelaporan keuangan.

Ketiga, bagi bank syariah, disarankan untuk meningkatkan kualitas pengungkapan
dalam catatan atas laporan keuangan, khususnya terkait perbedaan antara pendapatan
berbasis akrual dan pendapatan berbasis kas yang digunakan untuk distribusi hasil usaha.
Pengungkapan yang jelas dan mudah dipahami dapat membantu meningkatkan pemahaman
dan kepercayaan nasabah serta pemangku kepentingan lainnya.

Keempat, bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan penelitian empiris
dengan pendekatan kuantitatif atau studi kasus pada bank syariah tertentu guna memperoleh
gambaran yang lebih mendalam mengenai dampak penerapan PSAK 401 berbasis accrual
terhadap kinerja keuangan, tingkat profitabilitas, dan persepsi pemangku kepentingan.
Penelitian lanjutan juga dapat memperluas objek penelitian pada perbandingan antara bank
syariah dan bank konvensional.

Dengan adanya perbaikan dan pengembangan berkelanjutan dalam penerapan PSAK
401, diharapkan akuntansi perbankan syariah di Indonesia dapat semakin transparan,
akuntabel, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sehingga mampu mendukung
pertumbuhan dan keberlanjutan industri perbankan syariah di masa mendatang.
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